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BUPATI SUKABUMI 

PROVINS! JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI SUKABUMI 
NOMOR 22 TAHON 2022 

' 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

TAHUN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUKABUMI, 

a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan 
pembangunan yang berkualitas dan bersinergi dengan 
perencanaan pembangunan nasional dan Pemerintah 
Propinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Sukabumi 
berkewajiban menyusun Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2023 

b. bahwa untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah, 
perlu disusun prioritas dan sasaran pembangunan 

tahunan daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

di Tetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a,b dan c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2023; 

1 .  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 

tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa 

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
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Nomor 3 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851) ;  

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;  

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 1 12 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
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10. Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 1 0 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;  

13 .  Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178 ) ;  

15. Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3 1 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 

17 .  Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 10 ) ; 
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18 .  Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;  

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114) ;  

20. Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447) ; 

21 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781) ;  

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2023; 

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 

8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 

2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2019 No 8, Tam.bahan Lembaran Daerah No 237); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 

Nomor 13); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22); 

26. Peraturan Daerab Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 

2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 

Nomor4 ) ;  
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27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi 
Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 
7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi 
(Lernbaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 

Nomor 7); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 

B AB I  
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1 .  Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi. 

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD 

menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan 

prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai 

unsur penyelenggara pemerin tahan daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Sukabumi. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Sukabumi. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaran 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 
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7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi untuk 

periode 1 (satu) tahunan yang digunakan sebagai 

pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi. 

8. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk 

upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan 

menggunakan sumber daya yang disediakan untuk 

mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi. 

9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan 

oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian 

dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program 

dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahan 

sumber daya, baik yang berupa personal, barang modal 

termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi 

dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai 

masukan (inputs) untuk menghasilkan keluaran 

(outputs) dalam bentuk barang/jasa. 

10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang 

selanjutnya disebut Musrenbang adalah Forum antar 

pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan 

nasional dan rencana pembangunan daerah. 

Pasal 2 

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 
2023 meliputi : 

a. memudahkan sinkronisasi antara Rencana Kerja 
Perangkat Daerah dan Wilayah (Kecamatan dan 
Desa/Kelurahan) juga untuk digunakan sebagai 
masukan bagi penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat 
dan RKP melalui serangkaian Musrenbang; dan 

b. tersedianya dokumen perencanaan tahunan Daerah 

Kabupaten yang akan menjadi acuan bagi penyusunan 
Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023. 

Pasal 3 

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 

2023 meliputi: 

a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; 

b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi 

baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar 
fungsi pemerintah maupun antar pemerintah pusat dan 

Daerah Kabupaten; 
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c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian 
dan pengawasan; 

d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia 
usaha;dan 

e. menjamin terciptanya pemanfaatan sumber daya secara 
efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. 

Pasal 4 

RKPD Tahun 2023 sebagai acuan dan/atau pedoman dalam 
melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
program dan kegiatan perribangunan tahun 2023 maupun 
penilaian kinerja pemerintahan di Daerah Kabupaten. 

BAB II 

SISTIMATIKA PENYUSUNAN RKPD 

Pasal.5 

I. PENDAHULUAN 

II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH KABUPATEN. 

III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN 

DAERAH KABUPATEN. 

IV, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 

KABUPATEN 

V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS 

VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN 

VII. PENUTUP 

BAB III 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 6 

Penjabaran dan penjelasan sistematika sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan 
Bupati ini. 
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Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi. 

HAMAMry' 

Ditetapkan di Palabuhanratu 

zdgtanea! 7, 2 "/ 0 2 2  
V:, UKABUMI, 
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Diundangkan di Palabuhanratu 

pada tanggal 7 Jul i  2022 

.e=±Nii"S DAERAH � SUKABUMI, 
«'@8Y MN AERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 22 


